PETUNJUK TEKNIS = TUNJANGAN GURU

2023

PERMENDIKBUDRISTEK NO.45, BN 2023/N0.594, 11 HLM.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PEMBERIAN TUNJANGAN GURU.

ABSTRAK :

Bahwa dengan adanya perubahan mekanisme penyampaian laporan dan
rekomendasi penyaluran dana tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara, perlu
melakukan penyesuaian terhadap pemberian tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara
untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan kesejahteraan Guru di daerah
provinsi dan kabupaten/kota. Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian
Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur
Sipil Negara di Daerah provinsi dan kabupaten/kota sudah tidak sesuai lagi dengan

perkembangan pengelolaan dana alokasi khusus nonfisik sehingga perlu diganti.

Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3); UU
No.14 Tahun 2005; UU No.39 Tahun 2008; UU No.5 Tahun 2017; UU No.23 Tahun
2014; PERPRES No.65 Tahun 2018; PP No.41 Tahun 2009; PERPRES No.62 Tahun
2021; PERMENDIKBUDRISTEK No.28 Tahun 2021.

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Persyaratan penerima tunjangan
profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan Guru ASN Daerah; alokasi,
penghentian pembayaran, dan pengenaan pajak tunjangan profesi, tunjangan
khusus, dan tambahan penghasilan Guru ASN Daerah; monitoring, evaluasi, dan
pelaporan; dan larangan dan sanksi. Pada pokoknya Peraturan Menteri ini Sebagian
besar substansi sama dengan Peraturan Menteri sebelumnya yaitu Peraturan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan
Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah provinsi dan kabupaten/kota,
namun terdapat beberapa penyesuaian substansi antara lain: penyesuaian

nomenklatur tunjangan yakni tunjangan guru ASN Daerah. Nomenklatur ini
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CATATAN :

mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan DAK Khusus
NonFisik; penyesuaian beberapa persyaratan penerima tunjangan; penyesuaian
pelaksanaan cuti bagi penerima tunjangan; penambahan ketentuan pemberhentian
penerimaan tunjangan; dan penyesuan teknis penyaluran yang dilakukan oleh
Kementerian yaitu mengenai waktu pelaksanaan sinkronisasi data dan waktu

pelaksanaan validasi serta penetapan penerima.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Guru ASN yang diangkat sebagai
pengawas satuan pendidikan tetap diberikan Tunjangan Profesi sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan
Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara
di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 114), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Agustus 2023.

Lamp. : 6 him.
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